
RANCANGAN 

PERATURAN DAERAH  PROVINSI JAWA BARAT 

NOMOR :  15 TAHUN 2010 

 
TENTANG 

PENGENDALIAN PRODUKSI DAN PEREDARAN GARAM  

  

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
GUBERNUR JAWA BARAT, 

 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas sumberdaya manusia 
melalui pembangunan kesehatan dengan mendorong kesadaran, 
kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang, maka 
perlu mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-
tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan di Daerah; 

b.  bahwa gangguan akibat kekurangan yodium merupakan masalah 
kesehatan khususnya gizi masyarakat dan berdampak pada 
kelangsungan hidup dan sumberdaya manusia pada aspek 
kecerdasan, pengembangan sosial dan ekonomi; 

c.  bahwa untuk melindungi kesehatan melalui peningkatan gizi 
masyarakat sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf b, 
perlu dilakukan pembinaan, perencanaan, pengendalian, 
pengaturan dan penertiban produksi serta peredaran garam 
melalui pembatasan, pelarangan, dan penindakan sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 
pertimbangan huruf a, b, dan c, perlu ditetapkan Peraturan Daerah  
Provinsi Jawa Barat tentang Pengendalian Produksi dan Peredaran 
Garam;  

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 
Juli 1950) Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang 
Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang 
Pemerintahan Provinsi Daerah  Khusus Ibukota Jakarta sebagai 
Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010); 

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274); 
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3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656); 

4.  Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 
Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3821); 

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4389); 

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan 
Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3867); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang 
Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4020); 

10. Peraturan Pemerintah  Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, 
Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4405); 

11.  Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah  
Provinsi dan Pemerintahan Daerah  Kabupaten/Kota (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi 
dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4816); 

13. Peraturan  Pemerintah  Nomor  19  Tahun  2010  tentang Tata Cara 
Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan 
Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran 
Negara Republik Indonesia  Tahun 2010 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 5107); 
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14. Peraturan  Daerah  Provinsi Jawa  Barat  Nomor  3  Tahun  2005 
tentang Pembentukan Peraturan Daerah  (Lembaran Daerah  Tahun 
2005 Nomor 12 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah  Nomor 1) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa 
Barat Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan 
Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2005 tentang 
Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah  Tahun 2010 
Nomor 5 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah  Nomor 71);     

15. Peraturan Daerah  Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 
tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran 
Daerah  Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah  
Nomor 46); 

16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2009 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi 
Jawa Barat Tahun 2008-2013 (Lembaran Daerah Tahun 2009 
Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 59); 

17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2010 tentang 
Penyusunan dan Pengelolaan Program Legislasi Daerah (Lembaran 
Daerah Tahun 2010 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah 

Nomor 68); 

18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2010 tentang 
Penyelenggaraan Kerjasama Daerah (Lembaran Daerah Tahun 

2010 Nomor 9 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 75); 

19. Peraturan Daerah  Provinsi Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2010 
tentang Penyelenggaraan Kesehatan (Lembaran Daerah  Tahun 
2010 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah  Nomor 77); 

 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  PROVINSI JAWA BARAT 

dan 

GUBERNUR JAWA BARAT 

 

MEMUTUSKAN : 

 

         Menetapkan :  PERATURAN   DAERAH    TENTANG   PENGENDALIAN    PRODUKSI   DAN  
 PEREDARAN GARAM. 

 

BAB  I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah  ini, yang dimaksud dengan : 

1. Daerah  adalah Provinsi Jawa Barat. 

2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta Perangkat Daerah  
sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.  

3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat. 

4. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota dan perangkat 
daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 

5. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Jawa Barat. 

6. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Jawa Barat. 
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7. Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah Dinas Perindustrian 
dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat. 

8. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat. 

9. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah 
Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi 
Jawa Barat yang terkait dengan garam. 

10. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, 
spiritual maupun sosial, yang memungkinkan setiap orang untuk 
hidup produktif secara sosial dan ekonomi. 

11. Garam adalah suatu senyawa kimia sederhana dan netral terdiri 
dari atom-atom yang membawa ion positif maupun negatif  serta 
dihasilkan dari reaksi antara asam dan basa. 

12. Garam Tidak Beryodium adalah garam bahan baku industri yang 
tidak melalui proses yodisasi dan tidak sesuai Standard Nasional 
Indonesia Nomor 01-3556-2000.  

13. Garam Beryodium adalah garam konsumsi yang berbentuk curai 
dan mengandung Kalium Iodat (KIO3) sejumlah 30 ppm sampai 
dengan 80 ppm serta senyawa-senyawa lainnya sesuai Standard 
Nasional Indonesia Nomor 01-3556-2000. 

14. Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disebut SNI adalah 
standar yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional dan 
berlaku secara nasional.  

15. Produksi Garam adalah pembuatan garam beryodium dengan 
menitikberatkan pada pencucian, penirisan/pengeringan, yodisasi 
serta pengemasan dan pelabelan. 

16. Peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam 
rangka penjualan atau pembelian garam termasuk penawaran 
untuk menjual garam dan kegiatan lain yang berkenaan dengan 
pemindahtanganan garam dengan mendapatkan imbalan. 

17. Pelarangan adalah tindakan hukum yang diberikan kepada 
produsen dan pengedar garam yang melanggar ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

18. Pengendalian adalah upaya untuk mengatur dan menertibkan 
produksi dan peredaran garam di Jawa Barat dengan cara 
membatasi, melarang, mengatur dan melakukan tindakan 
terhadap produksi dan distribusi garam konsumsi yang tidak sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

19. Produsen Garam adalah orang perseorangan dan/atau badan 
usaha yang memproduksi garam beryodium untuk konsumsi 
manusia atau ternak, pengasinan ikan, atau bahan penolong 
industri pangan. 

20. Distributor Garam adalah pelaku usaha yang mengedarkan atau 
menjual garam beryodium dalam partai besar untuk konsumsi 
manusia atau ternak, pengasinan ikan, atau bahan penolong 
industri pangan.  
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BAB II 

MAKSUD DAN TUJUAN  

Pasal 2 

Maksud pengendalian produksi dan peredaran garam di Daerah adalah 
untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas garam beryodium guna 
melindungi masyarakat dari risiko gangguan akibat kekurangan yodium 
(GAKY). 
 

Pasal 3 

Tujuan pengendalian produksi dan peredaran garam di Daerah yaitu: 

a. peningkatan kualitas dan kuantitas garam beryodium untuk konsumsi 
masyarakat; 

b. pembinaan terhadap perajin garam, produsen, distributor dan 
pedagang serta masyarakat konsumen; 

c. pengawasan industri garam dan peredaran garam di pasaran; dan  

d. pelarangan peredaran garam konsumsi yang tidak memenuhi 
persyaratan SNI dan terdaftar di Balai Besar Pengawas Obat dan 
Makanan Bandung. 

 

BAB III 

RUANG LINGKUP 

Pasal 4 

Ruang lingkup pengendalian produksi dan peredaran garam di Daerah, 
meliputi : 

a. produksi, pengolahan, pengemasan dan pelabelan garam; 

b. peredaran garam; 

c. perizinan dalam produksi dan peredaran garam; 

d. pembinaan, pengawasan, perencanaan, fasilitasi, bimbingan, 
supervisi dan konsultasi, koordinasi, pendidikan dan pelatihan serta 
monitoring dan evaluasi; 

e. pengendalian peredaran garam; dan 

f. kelembagaan dalam rangka koordinasi, pembinaan, pengawasan 
dan pengendalian serta sosialisasi dan penegakan hukum. 

 

BAB IV 

TANGGUNGJAWAB 

Pasal 5 

Pemerintah Daerah bertanggungjawab dalam pengendalian produksi 
dan peredaran garam, meliputi :   

a. pengaturan ketersediaan garam beryodium yang memenuhi 
persyaratan SNI di Daerah; 

b. pelarangan produksi dan peredaran garam tidak beryodium untuk 
konsumsi; 

c. pengkoordinasian kegiatan dalam menjamin produksi dan peredaran 
garam yang memenuhi peryaratan SNI; 

d. peningkatan kualitas garam untuk produktivitas dan kesejahteraan 
petani garam; 

e. pengintegrasian upaya penanggulangan pencegahan gangguan 
akibat kekurangan yodium dengan program pembangunan di 
Daerah; dan 
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